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PERJANJIAN PEKERJAAN 
________________________________________________________
ANTARA
PT. HK REALTINDO
DENGAN
PT______________________________________________
No : _______________________________________
Pada hari ini [**], tanggal [**]_ bulan [**] Tahun [**] ([**]-[**]-2019), dibuat dan ditandatangani Perjanjian [**](“PERJANJIAN”) oleh dan antara:
I. PT HK REALTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia,  berkedudukan  di  Jakarta,  yang  didirikan  berdasarkan  Akta Nomor: 20  tanggal  10  Mei  2010  tentang  Pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dibuat dihadapan Aliya S.Azhar SH.,MH.,M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: AHU- 31281.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 beserta perubahannya, dalam hal ini diwakili oleh [**] selaku [**] berdasarkan [**], yang dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT HK Realtindo untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.  
II. [**], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [**], yang didirikan berdasarkan [**] tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan [**] Notaris di [**] dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor [**] tanggal [**], untuk itu yang dalam hal ini diwakili oleh [**] selaku [**], dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [**], untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”. PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:
1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan properti yang merupakan anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero)  berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S.195/MBU/2010 tertanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero). 
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang [**] yang dalam hal ini bersedia untuk menyediakan [**] berdasarkan Surat Penawaran No.[**] tanggal [**] sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran 1 PERJANJIAN ini, demi kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.

3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan [**] sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang telah ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal [**] sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran 2 PERJANJIAN ini,  yang kemudian PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PEKERJAAN tersebut sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: [**] tanggal [**] sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran 3 PERJANJIAN ini.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani PERJANJIAN ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.

5. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan PERJANJIAN ini, masing-masing PIHAK :

a. 
menandatangani PERJANJIAN ini setelah meneliti secara patut;

b. 
telah membaca dan memahami secara penuh PERJANJIAN ini;

c.
telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengklarifikasi semua ketentuan dalam PERJANJIAN ini berserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah [**] sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN.
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini:
a. Addendum PERJANJIAN (apabila ada);

b. PERJANJIAN beserta lampirannya;

c. Kerangka Acuan Kerja;

d. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;

e. Berita Acara Aanwijzing;

f. Surat-Surat Penawaran berikut Rincian Penawaran;

g. Lampiran-lampiran Surat Penawaran;

h. Dokumen Pemilihan;
i. Term of Reference.
3. Dokumen PERJANJIAN dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 2 di atas. Apabila masih terjadi kerancuan/ketidakjelasan, maka akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1  

 D E F I N I S I

Dalam PERJANJIAN ini, kecuali ditentukan lain, maka perkataan-perkataan dan pengertian-pengertian yang tercantum di bawah ini mempunyai arti  sebagai berikut: 

(1) ”Berita Acara Serah Terima Pertama” (BAST 1) adalah berita acara serah terima PEKERJAAN setelah hasil PEKERJAAN diakui mencapai 100% (seratus persen) oleh PIHAK PERTAMA.
(2) ”Berita Acara Serah Terima Akhir” (BAST 2) adalah berita acara serah terima atas penyerahan hasil akhir PEKERJAAN setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
(3) ”Berita Acara Penyelesaian Perbaikan Pekerjaan” (BAPPP) adalah berita acara yang dibuat atas hasil perbaikan PEKERJAAN atas cacat – cacat tersembunyi dan/atau Defect List dan/atau lainnya yang telah selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dalam Masa Pemeliharaan.
(4) "Bulan Kalender" adalah jumlah hari dalam satu bulan kalender yang dihitung sejak tanggal 1 (satu) setiap  awal bulan dan berakhir pada hari terakhir bulan yang bersangkutan.

(5) "BIAYA PEKERJAAN" adalah biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk menyelesaikan PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini. 
(6) ”Defect List” adalah daftar bagian-bagian pekerjaan yang sudah diselesaikan, namun menurut PIHAK PERTAMA mutunya dianggap masih perlu disempurnakan. 
(7) ”Hari Kalender” adalah hari sesuai kalender termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya.
(8) ”Hari Kerja" adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya. 

(9) “Instruksi Lapangan” adalah Memo/surat perintah untuk dilakukan terkait pelaksanaan PEKERJAAN secara tertulis dari PIHAK PERTAMA/Perwakilan yang sah kepada PIHAK KEDUA.
(10) "Jaminan Pelaksanaan” adalah jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa bank garansi yang bersifat Unconditional dan Irrevocable, yang dikeluarkan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang berskala nasional atau Perusahaan Asuransi yang diakui oleh Pemerintah (*untuk nilai maksimal 10M*) yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari BIAYA PEKERJAAN dengan masa berlaku, serta sebagai jaminan pelaksanaan PEKERJAAN terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK sampai dengan ditandatanganinya BAST 1 oleh PARA PIHAK (JIKA ADA).
(11) “Jaminan Pemeliharaan” adalah jaminan atas Masa Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (JIKA ADA).
(12) “Jaminan Uang Muka” adalah  jaminan dalam bentuk bank garansi yang bersifat Unconditional dan Irrevocable, yang dikeluarkan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang berskala nasional atau Perusahaan Asuransi yang diakui oleh Pemerintah (*untuk nilai maksimal 10M*) sebesar [**] dari BIAYA PEKERJAAN dengan masa berlaku, serta diterbitkan oleh bank yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bentuk jaminan atas uang muka yang diterima (JIKA ADA). 
(13) “Jangka Waktu Pekerjaan” adalah waktu yang terhitung untuk pelaksanaan PEKERJAAN. 
(14) "Jangka Waktu Perjanjian" adalah waktu yang terhitung sejak ditandatangani PERJANJIAN oleh PARA PIHAK sampai berakhirnya Masa Pemeliharaan (JIKA ADA) 
(15) “Lumpsum fix price” berarti nilai harga (baik material/jasa/alat) tetap sesuai kesepakatan yang telah tercantum di dalam PERJANJIAN ini dan tidak ada penambahan atau pengurangan nilai selama tidak ada perubahan lingkup pekerjaan (Scope of Work) dari PIHAK PERTAMA secara Tertulis. (SESUAIKAN DENGAN TNC PEKERJAAN)
(16) "Masa Pemeliharaan" adalah periode waktu pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA atas bagian maupun seluruh PEKERJAAN selama [**] sejak ditandatanganinya BAST 1.

(17) ”PEKERJAAN” adalah Pekerjaan [**] di [**] dengan lingkup sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
(18) ”Pekerjaan Kurang” adalah PEKERJAAN yang diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA untuk tidak dilaksanakan yang sebelumnya telah tercantum baik dalam gambar-gambar maupun dalam rencana kerja syarat – syarat yang terdapat dalam dokumen PERJANJIAN termasuk perubahan terhadap gambar atau syarat-syarat tersebut sehingga menimbulkan perubahan / tambahan sifat, mutu dan kuantitas PEKERJAAN.  (HILANGKAN APABILA LUMPSUM)
(19) ”Pekerjaan Tambah” adalah PEKERJAAN yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan, yang sebelumnya tidak tercantum baik dalam gambar – gambar maupun dalam rencana kerja dan syarat – syarat yang terdapat dalam dokumen PERJANJIAN, termasuk perubahan terhadap gambar atau syarat – syarat tersebut sehingga menimbulkan perubahan / tambahan sifat, mutu dan kuantitas PEKERJAAN. (HILANGKAN APABILA LUMPSUM)
(20) “Pihak Berwenang” adalah instansi pemerintah yang memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan suatu kebijakan.
(21) ”Prestasi Pekerjaan” adalah nilai bobot PEKERJAAN di lapangan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(22) “Rencana Kerja” adalah perencanaan pelaksanaan PEKERJAAN yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk dokumen.
(23) ”Retensi” adalah bukti pemotongan pembayaran sebagai bentuk Jaminan Pemeliharaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
(24) "Spesifikasi Teknis" adalah persyaratan- persyaratan teknis dari PEKERJAAN dengan setiap perubahannya atau penambahannya yang disepakati PARA PIHAK.
(25) ”SPMK" adalah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: [**] tanggal [**] sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran 3 PERJANJIAN ini, yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA  dan menjadi syarat mulainya PEKERJAAN.
(26) ”Sub Kontraktor” adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung terselesaikannya PEKERJAAN. PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA yang semata-mata demi kepentingan PIHAK PERTAMA dan untuk mendukung terselesaikannya PEKERJAAN.
(27) ”S. Curve” adalah skema jadwal pelaksanaan PEKERJAAN.
(28) ”Tagihan” adalah seluruh pengajuan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk PEKERJAAN yang dimana pembayaran dilakukan sesuai Pasal 6 PERJANJIAN ini.

(29) ”Tertulis” adalah semua tulisan tangan, hasil ketikan mesin, atau hasil komunikasi tertulis, termasuk telex, telegram, faksimili.
(30) ”Unit Price” adalah penyelesaian seluruh PEKERJAAN dalam PERJANJIAN berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur PEKERJAAN dengan spesifikasi tertentu yang volume PEKERJAAN didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume PEKERJAAN yang benar-benar telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (SESUAIKAN DENGAN TNC PEKERJAAN).
(31) “VALUE ENGINEERING” (VE) adalah suatu teknik yang memiliki potensi keberhasilan yang cukup besar dalam hal pengendalian biaya mengacu kepada metode kerja pelaksanaan dengan tidak menurunkan spesifikasi teknis (down grade) material down grade material (penurunan kualitas material), kecuali disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud PERJANJIAN ini adalah penunjukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud pada PERJANJIAN ini yang sesuai dengan target, waktu, dan mutu dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dan hukum yang berlaku. 
(2) Tujuan PERJANJIAN ini adalah terlaksana dan terselesaikannya PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai target, kebutuhan dan kepentingan yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 3
RUANG LINGKUP
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PEKERJAAN. 

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa uraian PEKERJAAN yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA  yaitu dengan jenis dan rincian sebagaimana pada Lampiran 4 PERJANJIAN ini, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut :
1. [**]
2. [**]
3. Dst

(3) Apabila selama pelaksanaan PEKERJAAN terjadi perubahan-perubahan dokumen diluar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang berkaitan dengan lingkup PEKERJAAN dalam PERJANJIAN yang akan berakibat terhadap teknis, biaya dan waktu pelaksanaan PEKERJAAN, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum dimulainya atau dilaksanakannya Pekerjaan Perubahan tersebut untuk mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

(4) Dalam hal melakukan VE, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan down grade material ataupun spesifikasinya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan PERJANJIAN ini, oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib menekankan kepada efisiensi kerja, sistem dan metode kerja yang terkait.
PASAL 4
SIFAT DAN BIAYA PEKERJAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa biaya PEKERJAAN dalam PERJANJIAN ini bersifat Lumpsum / Unit Price yaitu sebesar Rp. [**].- ([**] rupiah) sudah/tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan sudah/tidak Pajak Penghasilan (“PPh”). (selanjutnya disebut “BIAYA PEKERJAAN”).  
(2) Beban perpajakan dalam BIAYA PEKERJAAN disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(3) BIAYA PEKERJAAN berlaku sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan dan tidak dapat diubah, yang  merupakan harga borongan dan harga satuan yang bersifat tetap (Lumpsum Fixed Price Contract), namun nilai harga borongan dapat berubah jika terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang diinstruksikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 

ATAU (PILIH SALAH SATU)
BIAYA PEKERJAAN merupakan harga satuan yang bersifat mengikat sesuai dengan harga secara terperinci (Unit Price) yang volumenya akan diperhitungkan kembali berdasarkan progres/prestasi PEKERJAAN sesuai penilaian PIHAK PERTAMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PASAL 5
MEKANISME PENAGIHAN
(1) Penagihan BIAYA PEKERJAAN dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pembayaran;

b. Berita Acara Prestasi Pekerjaan dan test result;;
c. Asli dan copy Kuitansi / Surat tagihan (invoice);

d. Asli dan copy Faktur PPN Asli;
e. Copy SPT PPN Masa Pajak Sebelumnya;
f. Copy SPMK;
g. Copy PERJANJIAN;
h. Copy NPWP;
i. Surat Keterangan Nomor Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak;
j. Certificate of Payment (COP);
k. Copy Bank Garansi (JIKA ADA).
(2) Dalam hal masih ada dokumen lain yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA terkait penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melengkapi dokumen lain tersebut berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari PIHAK PERTAMA.

(3) Dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal inimerupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya pembayaran BIAYA PEKERJAAN oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. (“DOKUMEN PENAGIHAN”)
(4) Ketentuan jadwal penyerahan berkas DOKUMEN PENAGIHAN PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal hari libur Nasional, maka jadwal tersebut dapat dilakukan pada hari berikutnya.
PASAL 6
MEKANISME PEMBAYARAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menentukan mekanisme pembayaran BIAYA PEKERJAAN yaitu dengan perincian sebagai berikut: 
a.      Pembayaran uang muka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan bentuk Jaminan Uang Muka. (JIKA ADA) (sesuaikan dengan SPMK)
b. Pembayaran selanjutnya dilaksanakan sesuai progres PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan progres PEKERJAAN minimal sebesar 15% (lima belas persen) berdasarkan laporan progres dan dokumentasi PEKERJAAN yang telah diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh PIHAK PERTAMA sesuai PERJANJIAN ini.
c.       Dst
Atau
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. [**] ([**] rupiah) yang dilaksanakan setelah [**]
b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. [**] ([**] rupiah) yang dilaksanakan setelah [**] 
c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp. [**] ([**] rupiah) yang dilaksanakan setelah [**]
d. Dst

Atau 

a.       Pembayaran Tahap Pertama yaitu uang muka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan bentuk Jaminan Uang Muka
b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. [**] ([**] rupiah) yang dilaksanakan setelah [**] 
c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp. [**] ([**] rupiah) yang dilaksanakan setelah [**]
d. Dst
(2) Semua pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui instrument keuangan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan data – data sebagai berikut :
Bank



: [**] 
Cabang


: [**]
Nomor Rekening

: [**]

Atas Nama 

: [**]
(3) Pembayaran BIAYA PEKERJAAN dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) Hari Kerja terhitung sejak DOKUMEN PENAGIHAN yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lengkap oleh PIHAK PERTAMA. 
Atau
Pembayaran BIAYA PEKERJAAN dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) Hari Kerja terhitung sejak DOKUMEN PENAGIHAN yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lengkap oleh PIHAK PERTAMA, BAST 1 telah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan DOKUMEN PENAGIHAN telah diverifikasi bagian keuangan PIHAK PERTAMA. (SESUAIKAN APABILA PEMBAYARAN DILAKSANAKAN SETELAH PROGRES 100%)
(4) Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan fasilitas perbankan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Supplier Vendor Financing / Kredit Konstruksi dengan pengenaan Bunga dan provisi ditanggung oleh PIHAK KEDUA selama [**]  bulan. (SESUAIKAN APABILA PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SCF/KMK)
(5) Retensi sebesar 5% (lima persen) akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah terselesaikannya seluruh Defect List  PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA  dan berakhirnya Masa Pemeliharaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST 2 sesuai PERJANJIAN ini, atau sebesar nilai sisa setelah dikurangi biaya dan denda (jika ada).
PASAL 7
JANGKA WAKTU 
(1) Jangka Waktu Pekerjaan yang akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA adalah [**] terhitung sejak SPMK ditandatangani dan berakhir pada tanggal [**].
(2) Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan Jangka Waktu Pekerjaan dilaksanakan.

(3) Dalam hal perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan menuangkan dan mengatur lebih lanjut dalam Addendum sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam PERJANIAN ini. 
(4) Skema pelaksanaan PEKERJAAN dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dituangkan dalam S. Curve yang disepakati oleh PARA PIHAK.
PASAL 8
PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PEKERJAAN baik berupa upah pekerja, bahan dan alat disediakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kerja bagi alat dan tenaga kerjanya serta menjaga kebersihan lingkungan selama PEKERJAAN berlangsung. Bila kebersihan dianggap kurang memadai, maka PIHAK PERTAMA berhak menegur secara tertulis kepada PIHAK KEDUA termasuk memberikan sanksi.

(3) Semua alat dan cara pelaksanaan PEKERJAAN harus sesuai dengan jenis dan standar yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggungjawab atas usul peralatan dan tenaga kerja yang dipakai untuk pelaksanaan PEKERJAAN, termasuk asuransi bila diperlukan.

(5) Segala masalah yang timbul terkait pengadaan alat dan tenaga kerja yang dipergunakan dalam penyelesaian PEKERJAAN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PASAL 9
JAMINAN-JAMINAN
Jaminan-jaminan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah :
(1) 
Jaminan Pelaksanaan :
a. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
b. Jika terjadi perubahan BIAYA PEKERJAAN dan/atau Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
c. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA yakni 14 (empat belas) Hari Kerja sejak batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/ klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada bank yang mengeluarkan bank garansi untuk Jaminan Pelaksanaan.
(2)  Jaminan Pemeliharaan :
a. Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Masa Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari BIAYA PEKERJAAN.
b. Pencairan Jaminan Pemeliharaan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan;
c. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA yakni 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST 2) ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) Jaminan Uang Muka :
a. Uang muka dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA.
b. Besarnya nilai Jaminan Uang Muka sekurang- sekurangnya adalah sama dengan nilai uang muka yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya uang muka sampai dengan lunasnya pengembalian uang muka tersebut oleh PIHAK KEDUA.
c. Pengembalian uang muka oleh PIHAK KEDUA tersebut dilakukan secara proposional sekurang - kurangnya [**] dari BIAYA PEKERJAAN dengan cara dipotongkan pada setiap pembayaran PEKERJAAN setelah mendapat uang muka, dan harus sudah dilunasi pada saat kemajuan PEKERJAAN telah mencapai [**]  ([**] persen) dari BIAYA PEKERJAAN atau Addendumnya (jika ada). (SESUAIKAN DENGAN TNC PEKERJAAN)
d. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah PIHAK KEDUA melunasi pengembalian uang muka sebagaimana yang dimaksud  ayat (3) huruf d Pasal ini, dan batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada bank yang mengeluarkan bank garansi untuk Jaminan Uang Muka  tersebut telah berakhir.
(PASAL OPTIONAL, BOLEH ADA ATAU DAPAT DIHILANGKAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN LINGKUP PEKERJAAN)
PASAL 10
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
(1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi aturan – aturan yang berlaku demi terciptanya suasana kerja yang aman terkait pelaksanaan PEKERJAAN.

(2) PIHAK KEDUA akan menyediakan seorang Safety Officer beserta kelengkapan alat-alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) demi pelaksanaan PEKERJAAN sesuai yang diatur menurut peraturan dan hukum yang berlaku. 

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan kerja para pekerjanya.

(4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa peralatan yang digunakan telah dilakukan pengujian dan bersertifikasi dari instansi atau pihak yang berwenang.

(5) PIHAK KEDUA wajib melindungi semua pekerja dengan Asuransi Keselamatan Kerja dimana Asuransi mencakup pertanggungan hingga ke pihak ketiga. Klaim tanggungan untuk pihak ketiga yang dimaksud adalah kecelakaan dan kerusakan yang timbul akibat ketidakhatihatian dari PEKERJAAN. 

(6) PIHAK KEDUA wajib menghindari bahaya yang timbul akibat pelaksanaan PEKERJAAN dan segera melaporkan secara resmi kepada PIHAK PERTAMA atas bahaya–bahaya tersebut.

(7) PIHAK KEDUA harus mempunyai rencana penanggulangan keadaan darurat dan persiapan–persiapannya untuk memastikan bilamana terjadi kecelakaan maka semua langkah–langkah yang diperlukan diambil demi melindungi pekerja, masyarakat dan harta benda terkait pelaksanaan PEKERJAAN.

(8) Sebelum memulai PEKERJAAN yang berbahaya PIHAK KEDUA harus mendapat ijin dari PIHAK PERTAMA yang mana PIHAK PERTAMA wajib memeriksa terlebih dahulu tempat PEKERJAAN dan peralatan yang akan dipakai untuk menjamin bahwa PEKERJAAN akan dilakukan dalam keadaan yang aman.
PASAL 11
BAHAN DAN PENGERJAAN

(1) Semua bahan, barang, alat-bantu, serta tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam PERJANJIAN.
(2) Cara pengerjaan untuk melaksanakan PEKERJAAN harus sesuai dengan metode kerja yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK PERTAMA baik secara sendiri maupun melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyiapkan pemeriksaan atau mengatur/mengadakan uji kelayakan sesuai yang dipersyaratkan dalam PERJANJIAN ini untuk bahan/barang baik yang belum maupun yang sudah terpasang atau PEKERJAAN yang telah dilaksanakan, biaya untuk pemeriksaan dan uji kelayakan yang dipersyaratkan tersebut sudah termasuk dalam BIAYA PEKERJAAN, kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK PERTAMA baik secara sendiri maupun melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak menolak dan memerintahkan pemindahan dan/atau pembersihan dari lokasi PEKERJAAN bahan/barang yang tidak memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam PERJANJIAN ini. PIHAK KEDUA wajib untuk menyingkirkan bahan atau barang yang ditolak tersebut dari lokasi PEKERJAAN dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender, kemudian menggantinya dengan bahan/barang yang memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam PERJANJIAN ini atas biaya PIHAK KEDUA.

(5) Atas kelebihan sisa bahan material yang dipesan oleh PIHAK KEDUA yang tidak dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA maka sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(6) Sisa bahan yang merupakan kelebihan dari kebutuhan PEKERJAAN dan alat bantu yang selesai digunakan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, sepanjang barang tersebut merupakan milik PIHAK KEDUA atau disepakati lain oleh PARA PIHAK.
(7) PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik di lokasi pelaksanaan PEKERJAAN dan/atau di lokasi lain yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan kapasitasnya untuk menyimpan bahan-bahan, alat-alat, serta menyediakan angkutan untuk pemindahan bahan-bahan dan alat-alat tesebut guna lancarnya pelaksanaan PEKERJAAN.

(8) PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja dan menjaga kemungkinan adanya bahaya akibat dari PEKERJAAN.

(9) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan yang diatur pada ayat (8) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menegur, memberi surat peringatan, atau menunjuk pihak ketiga untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja atas biaya PIHAK KEDUA.
PASAL 12
SUB KONTRAKTOR

(1) PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh Sub Kontraktor yang ditunjuk PIHAK PERTAMA maupun yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA tetap bertanggung-jawab penuh atas PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh semua Sub Kontraktor, dan PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan PEKERJAAN sesuai jangka waktu yang sebagaimana diatur pada Pasal 7 PERJANJIAN.
(3) Segala biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan bersama oleh PARA PIHAK kecuali Sub Kontraktor ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang melaksanakan PEKERJAAN ataupun akan kegiatan yang terkait biaya pengamanan, biaya pembersihan dan sebagainya yang terkait akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

(PASAL OPTIONAL. BOLEH ADA ATAU DAPAT DIHILANGKAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN TNC PEKERJAAN)
PASAL 13
PENGAWAS PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menunjuk personil yang ditugaskan untuk mengawasi waktu, mutu, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
(2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian PEKERJAAN, PIHAK PERTAMA akan menugaskan personil sebagai pengawas PEKERJAAN yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila pengawas PEKERJAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya oleh karena sesuatu hal maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak ketiga sebagai penggantinya.
(4) PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala petunjuk teknis dan atau perintah baik lisan atau tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN sesuai PERJANJIAN ini.

(5) Segala sistem dan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan mutu standar PIHAK PERTAMA wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA, namun apabila PIHAK PERTAMA mensyaratkan adanya perubahan terhadap mutu PEKERJAAN yang dilakukan PIHAK KEDUA maka oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib mematuhinya.
PASAL 14
PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

(1) Dalam hal adanya Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang, maka pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA yang kemudian dituangkan dalam Addendum PERJANJIAN. 
(2) Adanya perubahan BIAYA PEKERJAAN yang disebabkan karena adanya Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
(JIKA PERJANJIAN BERSIFAT LUMPSUM PASAL INI DIHILANGKAN)
PASAL 15
BERITA ACARA SERAH TERIMA 

(1) Penyelesaian atas PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dituangkan secara dalam BAST 1 yang mana PIHAK PERTAMA telah menerima dan menyetujui hasil PEKERJAAN secara baik atas seluruh hasil PEKERJAAN yang telah selesai berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA. 
(2) PARA PIHAK sepakat bahwa hal – hal yang diatur dalam BAST 1 merupakan pemenuhan atas target dan kebutuhan PIHAK PERTAMA sehingga tidak menghapuskan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA pada Masa Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini. 

(3) Dalam hal adanya perbaikan atas hasil PEKERJAAN pada Masa Pemeliharaan, maka penyelesaian perbaikan PEKERJAAN yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA akan dituangkan dalam BAPPP yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(4) Pada akhir Masa Pemeliharaan setelah seluruh perbaikan PEKERJAAN diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan adanya penilaian akhir yang sempurna oleh PIHAK PERTAMA, maka akan dituangkan dalam BAST 2 yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. 
PASAL 16
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) Hak-hak PIHAK PERTAMA dalam PERJANJIAN ini meliputi :

a. Memberikan saran, menegur, memerintahkan, membuat keputusan dan memberi masukan kepada PIHAK KEDUA dalam hal : menyusun  Rencana Kerja dan syarat-syarat sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN, dalam hal pelaksanaan pembangunan dan hal-hal yang terkait dengan PEKERJAAN.
b. Menolak dan/atau meminta dan/atau menginstruksikan agar PIHAK KEDUA mengganti Sub Kontraktor dan atau tenaga kerja/personel yang dipekerjakan PIHAK KEDUA karena dinilai tidak mampu melaksanakan PEKERJAAN dan/atau melaksanakan PEKERJAAN tidak sesuai dengan PERJANJIAN ini, jangka waktu, Spesifikasi Teknik, Rencana Kerja dan Syarat, gambar/desain, dan/atau Dokumen Perjanjian.

c. Dalam hal PIHAK KEDUA cidera janji sesuai isi PERJANJIAN ini dan lampiran-lampirannya, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil alih PEKERJAAN dengan 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, dengan rentang waktu masing-masing pemberitahuan adalah 5 (lima) Hari Kalender kepada PIHAK KEDUA dan seluruh biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
d. Memberikan persetujuan Instruksi Lapangan termasuk perubahan desain dan atau hal-hal lainnya yang akan disepakati bersama terlebih dahulu menurut PERJANJIAN ini.
e. Memberikan penambahan Jangka Waktu Pekerjaan dan/atau Jangka Waktu Perjanjian akibat dari kesalahan PIHAK PERTAMA.

f. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan PERJANJIAN secara sepihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 28 PERJANJIAN.
(2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA menurut PERJANJIAN ini meliputi :

a. Membayar keseluruhan pelunasan pembayaran Tagihan sesuai dengan progres PEKERJAAN PIHAK KEDUA.

b. Memberikan persetujuan/instruksi/berita acara tertulis dan/atau hal-hal lainnya menurut PERJANJIAN ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pengajuan oleh PIHAK KEDUA.
c. Mematuhi seluruh peraturan dalam PERJANJIAN ini.

(3) Hak-hak PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini meliputi :
a. Memperoleh pembayaran atas Tagihan yang sesuai dengan prestasi PEKERJAAN dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PERJANJIAN beserta lampiran-lampiran nya dan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA berhak melakukan tindakan sehubungan dengan PEKERJAAN untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan PEKERJAAN berdasarkan pemberitahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan segala ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini.
(4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA menurut PERJANJIAN ini meliputi :

a. Melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam PERJANJIAN ini.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengasuransikan personilnya.
c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjalankan Aturan dan Standard Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).
d. Melakukan pengawasan/supervisi atas seluruh lingkup PEKERJAAN.
e. Memberikan informasi dan konsultasi mengenai perkembangan PEKERJAAN, untuk mengatasi masalah-masalah operasional yang mungkin timbul serta solusi penyelesaiannya.
f. Memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil PEKERJAAN, dan apabila dalam perhitungan resiko yang dilakukan salah, maka PIHAK KEDUA akan menanggung segala akibat hukum yang timbul.
g. Menyediakan fasilitas sementara (temporary facilities) untuk kepentingan pelaksanaan PEKERJAAN.
h. Menyiapkan personil, tenaga ahli atau tenaga-tenaga professional lainnya dalam pelaksanaan PEKERJAAN serta menjamin bahwa personil, tenaga ahli atau tenaga-tenaga professional tersebut melaksanakan PEKERJAAN secara professional dengan tingkat keahlian, kemampuan dan tanggung jawab sebagaimana dipersyaratkan oleh PEKERJAAN dan yang umumnya wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA harus berlisensi dan/atau berpengalaman.
i. Mematuhi semua perintah dan/atau memperhatikan semua saran yang berasal dari pemegang kuasa tertulis PIHAK PERTAMA.
j. Melaksanakan dan mentaati segala aturan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku di lokasi PEKERJAAN yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
k. Kewajiban-kewajiban lainnya sebagai konsekuensi selaku PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, termasuk menjamin dipenuhinya hak-hak normatif dan syarat-syarat perlindungan serta keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
l. Memberikan tanggapan dan/atau pelaksanaan PEKERJAAN atas instruksi/berita acara tertulis dan/atau hal-hal lainnya dari PIHAK PERTAMA menurut PERJANJIAN ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterbitkan Instruksi tertulis dari lapangan oleh PIHAK PERTAMA.
m. Mematuhi seluruh peraturan dalam PERJANJIAN ini.
(SESUAIKAN APABILA ADA PENGHAPUSAN PASAL)
PASAL 17
LAPORAN DAN DOKUMENTASI

(1) PIHAK KEDUA harus membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai progres PEKERJAAN dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
(2) Dalam laporan PEKERJAAN yang dibuat oleh PIHAK KEDUA minimal harus mencakup Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta laporan terkait lingkungan dilaksanakannya PEKERJAAN. (RMK3L)

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dilaporkan secara berkala yang memuat aktivitas PEKERJAAN termasuk namun tidak terbatas pada prestasi kerja, jumlah tenaga, catatan teknis, dan koresponden lainnya yang diperlukan.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibuat laporan bulanan yang juga memuat hal-hal yang belum termuat dalam laporan sebelumnya dan perbandingan setiap kegiatan dalam laporan bulanan tersebut terhadap bagan kemajuan PEKERJAAN yang dilengkapi dengan foto-foto perkembangan progres PEKERJAAN.

(5) PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu untuk meminta laporan PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA apabila hal tersebut dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA terkait progres dan penyelesaian PEKERJAAN.
PASAL 18
RESIKO

(1) Jika hasil PEKERJAAN sebagian atau seluruhnya musnah diluar kesalahan PARA PIHAK /terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dalam PERJANJIAN ini sebelum PEKERJAAN diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang ditentukan berdasarkan PERJANJIAN ini, maka seluruh kewajiban tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan progres yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis.
(2) Jika hasil PEKERJAAN yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA baik sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA atau orang/pihak yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, maka segala kerugian yang timbul ditanggung PIHAK KEDUA.

(3) Jika pada Jangka Waktu Pekerjaan pelaksanaan PEKERJAAN terjadi hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan, alat dan tenaga kerja karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pelaksanaan PEKERJAAN tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(4) Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun Sub Kontraktor baik di dalam maupun diluar Pengadilan menjadi beban dan tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA dalam hal tenaga kerja dan Sub Kontraktor tersebut dibawah kendali PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan tenaga kerja dan Sub Kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
(5) Bilamana PIHAK KEDUA selama melaksanakan PEKERJAAN menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
(6) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN dan/atau terlambat menyelesaikan PEKERJAAN disebabkan karena adanya masalah baik internal PIHAK KEDUA maupun eksternal/pihak ketiga, termasuk Pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi PIHAK KEDUA, maka hal tersebut dianggap sebagai kelalaian PIHAK KEDUA dan tidak termasuk sebagai “Keadaan Memaksa” sebagaimana dimaksud pada PERJANJIAN ini.
(7) Segala permasalahan yang timbul terkait lingkungan yang disebabkan oleh metode kerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PEKERJAAN, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(8) Apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepihak PEKERJAAN, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan PEKERJAAN dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya.
PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Dalam hal terjadinya pembatalan PERJANJIAN, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
(2) PERJANJIAN dapat dibatalkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK ataupun dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PERJANJIAN ini dianggap tidak dapat dilanjutkan oleh PIHAK PERTAMA dan pelaksanaan PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan kepentingan serta tujuan PIHAK PERTAMA.
PASAL 20
PERNYATAAN DAN JAMINAN
(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK PERTAMA adalah subyek hukum yang sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki semua kuasa dan otoritas untuk menandatangani PERJANJIAN ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA adalah subyek hukum yang sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki semua kuasa dan otoritas untuk menandatangani PERJANJIAN ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.

(3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kesanggupannya untuk memenuhi semua ketentuan dan kewajiban dalam hal pelaksanaan PERJANJIAN ini.
(4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin keaslian serta validitas atas produk, dokumen dan informasi yang digunakan dan/atau kualitas PEKERJAAN sesuai standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal tidak dapat dipenuhinya ketentuan ini oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dianggap cidera janji sesuai PERJANJIAN ini karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
(5) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk tunduk secara sukarela atas setiap keputusan dan/atau kebijakan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
(6) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan hukum kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan PERJANJIAN ini secara pidana maupun perdata baik di luar maupun di dalam pengadilan.  
(7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan, ketentuan dan pengadilan yang berlaku dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini. 
(8) PIHAK KEDUA  menyatakan dan menjamin pelaksanaan PERJANJIAN ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi pada anggaran dasar, kepengurusan, pemilikan saham PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini akan diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini. 
(9) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya dipergunakan untuk proses pelaksanaan PEKERJAAN. 
(10) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa penandatangan PERJANJIAN ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan masing – masing baik dari PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA, dan setiap dan/atau semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini.
(11) PARA PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya PERJANJIAN ini sehingga pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-kententuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah. 
PASAL 21
KEGAGALAN BANGUNAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan akhir PEKERJAAN sebagaimana dituangkan dalam BAST 2.
(2) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli yang ditunjuk secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. (PASAL OPTIONAL DAPAT DIPAKAI ATAU DIHILANGKAN, SESUAIKAN DENGAN OBJEK YANG DIBANGUN)
  PASAL 22
MASA PEMELIHARAAN

(1) Segala cacat atau kerusakan yang timbul atas hasil PEKERJAAN selama Masa Pemeliharaan yaitu selama [*] bulan wajib segera diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dengan berdasarkan instruksi dan/atau pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. 

(2) Atas perbaikan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala biaya yang muncul akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan atas hasil PEKERJAAN dan memotong kewajiban pembayaran atas BIAYA PEKERJAAN yang merupakan hak PIHAK KEDUA.
(4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menandatangani BAST 2. 
PASAL 23
CIDERA JANJI

(1) PARA PIHAK sepakat dan menyatakan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan isi baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan PERJANJIAN ini maka PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji.

(2) PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji apabila progres PEKERJAAN dari PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal serta target yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA. 
(3) Dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang cukup bagi PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun serta pengakhiran PERJANJIAN sesuai yang diatur PERJANJIAN ini. 
PASAL 24
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) PERJANJIAN ini berakhir karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
(2) Dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK dapat melakukan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan salah satu kondisi dan/atau keseluruhan kondisi sebagai berikut:
a. Berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; 
b. PEKERJAAN telah selesai dilaksanakan dengan sempurna;
c. Adanya pembatalan atas PERJANJIAN oleh kedua belah PIHAK sesuai kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) PERJANJIAN ini dapat diakhiri sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan salah satu kondisi dan/atau keseluruhan kondisi sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dianggap gagal memenuhi komitmen sebagian dan/atau seluruhnya sesuai dengan isi PERJANJIAN ini.
b. PIHAK KEDUA dinyatakan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini;
c. Terdapat indikasi atau adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA\meskipun hal tersebut masih merupakan dugaan-dugaan, namun dinilai oleh PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa dengan berakhirnya PERJANJIAN ini, maka seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dihapuskan.
(5) Dalam hal adanya pengakhiran atas PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA tetap berkomitmen dan berjanji untuk mengembalikan dan menyerahkan secara sempurna seluruh data/informasi serta hasil kerja kepada PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan PEKERJAAN ditangani oleh PIHAK KEDUA.
(6) Dengan tidak mengesampingkan ayat (4) Pasal ini, dalam hal PERJANJIAN telah berakhir namun masih terdapat kewajiban PIHAK KEDUA yang belum dipenuhi sesuai isi PERJANJIAN, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai isi PERJANJIAN ini. 

(7) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal [**] PERJANJIAN, apabila PERJANJIAN diakhiri secara sepihak diakibat hal-hal yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan salah satu dan/atau seluruh hal-hal sebagai berikut:

a. Pengembalian atas sebagian/seluruh pembayaran BIAYA PEKERJAAN yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Atas pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut dapat dianggap sah diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerbitkan tanda terima yang resmi sah untuk PIHAK KEDUA. 
b. Ganti rugi apabila terdapat kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA baik secara material maupun immaterial dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(SESUAIKAN APABILA ADA PENGHAPUSAN PASAL)
PASAL 25
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (force majeure) ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya kewajiban, keadaan mana berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, antara lain gempa bumi, huru-hara yang bersifat massal, kebakaran, banjir, peristiwa alam/keadaan cuaca lainnya, tindakan pemerintah dalam bidang moneter maupun kebijakan pemerintah di bidang properti sehingga salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan/ menyelesaikan kewajibannya. 

(2) Di dalam hal terjadinya suatu atau beberapa peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK secara bersama-sama maupun masing-masing, sendiri dengan dilandasi itikad baik akan mengusahakan semaksimal mungkin agar peristiwa dimaksud ditekan seminimal/sesingkat mungkin dan akan dibicarakan bersama-sama oleh kedua belah PIHAK secara musyawarah. Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) PERJANJIAN. 
(3) Adanya kejadian tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah kejadian tersebut.
(SESUAIKAN APABILA ADA PENGHAPUSAN PASAL)
PASAL 26
DOMISILI HUKUM

(1) PERJANJIAN ini ditafsirkan, diartikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk tunduk kepada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari penafsiran atau pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila dalam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan dan pelaksanaan seluruh ketentuan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK tidak dapat mencapai suatu kesepakatan atas penyelesaian perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 
(SESUAIKAN DENGAN POSISI HKR)
PASAL 27
ADDENDUM
(1) Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati kedua belah PIHAK maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur/dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan utuh dengan PERJANJIAN ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mau melakukan perubahan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu minimal 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
PASAL 28
KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN
(1) PIHAK KEDUA dianggap dan dinilai lalai oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan PEKERJAAN apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/atau keseluruhan hal – hal sebagai berikut:

a. Tidak melaksanakan progres PEKERJAAN secara signifikan sesuai target dan jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini;
b. Tidak mentaati ketentuan, peraturan, rencana kerja dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
c. Pelaksanaan PEKERJAAN tidak sesuai dengan schedule yang ditentukan dimana PEKERJAAN terdeviasi melebihi 10% (sepuluh persen) dari yang ditentukan. Ketika pelaksanaan PEKERJAAN sudah terdeviasi 5% (lima persen), PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA dianggap dan dinilai lalai oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu masing-masing peringatan 5 (lima) Hari Kalender.

(3) Atas kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan PERJANJIAN secara sepihak tanpa adanya kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi/kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA.
(5) Apabila pelaksanaan progres PEKERJAAN mengalami keterlambatan lebih dari 5% ( lima persen) dan menurut PIHAK PERTAMA dianggap terlalu lambat penyelesaian progres dari PEKERJAAN sesuai dengan schedule yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA dapat mengambil alih sebagian/seluruh dari PEKERJAAN tersebut dan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan percepatan pekerjaan, dengan beban biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

(6) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam PERJANJIAN, yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda untuk setiap Hari Kalender keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari BIAYA PEKERJAAN. 
(7) Apabila akumulasi atau jumlah denda yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini telah mencapai 5% (lima persen) dari BIAYA PEKERJAAN, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

a. 
Melalukan pemutusan PERJANJIAN secara sepihak tanpa adanya kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi/kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA ; dan/atau
b.
Mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan untuk sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA; dan/atau 
c.
Mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan/atau mengambil Jaminan Pemeliharaan untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA. Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib untuk melunasinya; dan/atau
d.
Meminta pengembalian atas sebagian/seluruh pembayaran BIAYA PEKERJAAN yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Atas pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut dapat dianggap sah diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerbitkan tanda terima yang resmi sah untuk PIHAK KEDUA.
e.
Menuntut ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA baik secara material maupun immaterial dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
f.
Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
(8) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan PEKERJAAN tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu PEKERJAAN, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri dapat melakukan tindakan sebagai berikut di bawah ini:
a. 
Menangguhkan pembayaran; dan/atau
b.
Menghentikan pelaksanaan PEKERJAAN atau mengambil alih PEKERJAAN di lapangan dan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan sisa PEKERJAAN dengan beban biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA; dan/atau.
c. 
Melakukan pemutusan PERJANJIAN secara sepihak tanpa adanya kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi/kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA; dan/atau
d. 
Mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA; dan/atau
e.
Mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA. Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib untuk melunasinya; dan/atau
f.
Meminta pengembalian atas sebagian/seluruh pembayaran BIAYA PEKERJAAN yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Atas pengembalian BIAYA PEKERJAAN tersebut dapat dianggap sah diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerbitkan tanda terima yang resmi sah untuk PIHAK KEDUA.
g.
Menuntut ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA baik secara material maupun immaterial dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
h. 
Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.

(DALAM HAL JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN PADA PASAL 28, SESUAIKAN DENGAN TNC PEKERJAAN)

PASAL 29
KERAHASIAAN

Segala keterangan yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dari PERJANJIAN ini dan seluruh keterangan yang diperoleh PARA PIHAK adalah bersifat rahasia dan akan selalu tetap dirahasiakan kecuali pembukaan rahasianya disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dimana untuk itu keterangan-keterangan tersebut dapat diungkapkan oleh salah satu PIHAK atas persetujuan PIHAK lainnya. PARA PIHAK setuju untuk tidak akan memberikan keterangan-keterangan demikian dalam setiap waktu kepada pihak ketiga.
PASAL 30
KORESPONDENSI


(1) Semua pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lain dalam PERJANJIAN ini dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang dan disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.
a. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA maka dialamatkan kepada :

PT HK REALTINDO

HK Tower 17th Floor 

Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur

Telp 
: (021) 856 3570
Up 
: [**]
b. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA maka dialamatkan kepada :


[**]
[**] 
Telp 
: [**]
Fax
: [**]
Up 
: [**] 
(2) Apabila salah satu PIHAK mengalami perubahan alamat, maka PIHAK yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.
(3) Masing-masing PIHAK dapat mengubah alamat, nomor telepon atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

PASAL 31
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

(1) PERJANJIAN ini berlaku efektif sejak tanggal PERJANJIAN ini dan akan tetap berlaku sesuai yang diatur dalam PERJANJIAN ini.

(2) PARA PIHAK mengetahui dan mengerti seluruh isi PERJANJIAN ini, dan untuk setiap bentuk istilah dan/atau arti kata yang memiliki penafsiran yang berbeda bagi PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini maka yang berlaku adalah penafsiran yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Tidak satupun perubahan, salinan atau tambahan dalam PERJANJIAN ini dianggap berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4) Segala lampiran, surat, pernyataan dan dokumen yang terkait dengan PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari PERJANJIAN ini.
(5) Dalam hal terdapat ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi tidak berlaku disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PERJANJIAN ini. Dalam kondisi tersebut, PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai, dibuat dengan itikad baik, secara sadar dan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari PIHAK manapun sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.
	PIHAK PERTAMA
PT HK REALTINDO
______________________


	PIHAK KEDUA

[**]
________________________



Lampiran:

1. Surat Penawara No. [**] tanggal [**].
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. [**]  pada tanggal [**].
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: [**] tanggal [**].
4. Bill of Quantities.

	PIHAK PERTAMA
	PIHAK KEDUA

	
	



